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ABSTRAK

Pemilihan umum adalah sualu pesta demokrasi yang pasti terjadi pada negara yang 
menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Proses pemilihan umum dilakukan 
untuk mencari dan menentukan seorang presiden serta wakil presiden yang akan 
memimpin negara tersebut. Dalam memimpin sualu negara seorang presiden memiliki 
masa jabatan tertentu dan masa jabatan untuk setiap negara itu berbeda. Sebagai 
komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang berbeda 
untuk seorang presiden. Indonesia memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk 
seorang presiden dan wakil presiden, sedangkan Amerika Serikat memiliki masa 
jabatan 4 (tahun) untuk seorang presiden dan wakil presiden. Dalam proses pemilihan 
umum presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme yang harus dilaksanakan oleh 
setiap peserta pemilihan umum. Mekanisme dalam pemilihan umum presiden 
Indonesia adalah didahului oleh pemilihan umum legislatif yang kemudian 
menerapkan sistem ellecioral Ireshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3% 
perolehan kursi legislatif, jika tidak memenuhi ambang batas tersebut maka 
dimungkinkan adanya koalisi dari beberapa partai politik untuk mencalonkan pasangan 
presiden dan wakil presiden. Mekanisme dalam pemilihan umum Amerika Serikat 
dilakukan oleh ellecioral collage (majelis pemiiihan) sebagai lembaga yang memiliki 
wewenang untuk memilih presiden, pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak 
dari mejelis pemilihanlah yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum 
Amerika Serikat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, Indonesia, Amerika Serikat

x



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan 

presidensial, dimana presiden bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai 

kepala pemerintahan. Semua kekuasaan tertinggi berada di tangan piesiden, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dalam praktek pemerintahannya segala kegiatan dan keputusan yang diambil 

harus berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia 

adalah negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam setiap negara pasti mempunyai kebijakan tentang pemilihan umumnya, 

sebelum itu harus dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum yang 

selanjutnya disebut pemilu. Pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, 

seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan 

dapat menjalankan kehendak pemilih1. Pengaturan tentang pemilihan umum terutama 

pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga 

mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia iahun 1945, dipasal 22E yang terdiri dari 6 ayat. Pemilihan presiden

:

1 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi: Gramata Publishing,

1
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dilaksanakan melalui mekanisme nemilihan umum dan secara langsung terdanat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lahun 1945, pasal 22E

ayat i yang berbunyi:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung. umum, hehas. rahasia, iuiur. dan
o.i.ui setiap lima Tahun scK*a»i.

Pemilihan presiden diatur didalam pasal 22E ayat 2, yang berbunyi:

• | *| i*i i i i • i * i * ^ _

icniniiicui umum uiacicii^gcuaivciii uiuuiv mcimim ang^uui l/cwcui r ci wctMitfii

Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum meruoakan salah satu cara untuk mencari dan menentukan wakil-

wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah

Alti/nlohiit "hnrrom o /lolom nAmtiihon limnm /•iiOAlonnnom l/on rt ntv» a t ' t*o 1 tpUliW/iUlIUl OUiilU UU1U11I i &A i ii IU1 i U1I1UU1 J UU/_, UlOVI VI Ui\Ul I OWUIU UVlliUIVl UliO)

rakvatlah vang dianggap sebagai nemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

suatn negara. Filosofi dari demokrasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang

uciuoui uuii rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rcgiatan pemilihan umum juga

merunakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara vang sangat nrinsioil.

Sehingga dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi 

pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemiuhan umum sesuai dengan yang 

telah ditentukan.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, 

sehingga semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum juga harus dikembalikan 

kenada rakvat untuk menentukannya. Dalam sistem demokrasi modem, legalitas dan 

legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena pemerintahan
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haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehinpea danat

dikatakan memiliki legalitas yang cukup kuat.

diatas adalah sedikitPenjabaran dan penjelasan tentang pCimiiiiu.n umum

pambaran meneenai nemilihan umum secara umum. Menpenai nemilihan umum, di

Indonesia terdapat beberapa sistem mengenai pemilihan umum, sejak kemerdekaan

hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan semPilan kali pemilikan

vaitn naHa lahnn 10SS 1Q71 1Q77 108? 1087 1QQ? 1QQ7 1000 Han 90042umum

Dari sembilan pemilihan umum yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat

diketahui adanva uoava untuk mencari sistem nemilihan umum vane cocok untuk

Indonesia.

Pemilihan umum yang dilaksakan adalah untuk memilih anggota badan legislatif

ucui memilin piesiucii scuagai oauan cksckuui ui u uh iiicuycicuggaiaKan roua

nemerintahan. Dalam melaksakan nemilihan umum nresiden di Indonesia telah teriadi

beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer 

U i mana sistem pemilihan yang digunakan adaiali sistem proporsional, karena pada 

masa itu hanva sistem itu vanp dinahami dan dimenperti oleh nara nemimnin nepara

sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda-5.

deieian tumbangnya zaman demokrasi periemenier maKa muncuian zaman

demokrasi nancasila nada masa ini mulailah dikenalkan vane namanva sistem distrik, 

karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi

“ luimuin s i/iv/i.i r/iv/ii* i#mu • MV'4riU* • •(V4IIIH4IIV4 / • H • A •L* i 's

3 Sunra Footnoie N o. 2.
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•zaman ini npmilihan nrpcidpn cphaoainarticinaci narfai nrditik «pr^rfl fprafnr^ Pc*da

kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

sebayaimarm lerluany dalam Undang-Undang Dasar i\egara KenumiK uuinnesia 

Tahun 1945 sebelum amandemen nasal 6 avat 2 vam? berbunvi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan
♦orKnn i ro Irn» mf'i

Kemudian yang terbaru adalah zaman reformasi dimana pada tahun 2004

inrinnpcia nnlnk nprtnmn kali daiam cpjarah kf»hiriiinan hF*rr»niitik mpnoariakar»

nemilihan nresiden dan wakil nresiden secara lanesuna melalui pemilihan umum

yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi secara aktil untuk memilih, tidak lagi

meiaiui wakilnya di Majelis Permusyawaratan Kakyai (MPk). Pemilihan presiden

secara lanesuna telah dituanekan didalam Undane-Undane Dasar Neaara Republik

Indonesia Tahun 1945 amandemen pasal 6A ayat 1 yang bunyinya:

Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat.

Randinokan dp.noan «sietem n^miiinan umum r»rf»v;idp.n nan wakil nrnciinnn vano ada
^ W 1 X 1 ^ w

di Amerika Serikat, sebaeai neaara asal sistem pemerintahan presidensial.

bagaimanakah sistem pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Konstitusi 

Amerika berikat adalah konstitusi yang paling icdcral di dunia, yang berawal dari 

perkembangan hak asasi manusia dan Amerika Serikat memasukkan Hak asasi

manusia kedalam konstitusinya^. Konstitusi di Amerika Serikat memberikan contoh 

yang sangat bagus mengenai tiga silat dasar l’edcraiismc yakni, supremasi konstitusi.

mi/i r» • m
s Masyhur KiVendi Hnk Axnsi Manusin N/iaianP* Ghaiia inrinne.<;ia ivvs him X7
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Hicfrihuei Irplruacaan Hnn ntnritac 1 pmKflra yudikatif (WWsl6 Tpnfsno b<»1rna<saan

eksekutif, konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di Amerika Serikat 

berlangsung selama emnai lanun dan keierangan ienlang cara nemiiinan tinf.UK janaian 

nresiden diatur didalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ditetankan nada

tanggal 17 september 1787 dan mulai berlaku tanggai 4 maret 1789. Kedudukan 

lembaga eksekutif atau presiden di Amerika Serikat yang merupakan negara penganut

sistem nemerintahan nresidensial memnunvai andil vanp cuknn besar, karena

berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

rara anggota badan yang telah terpilih dari ke-M) negara bagian dan distrik yang

seluruhnya beriumlah 538 orane membentuk denean ana vane dikenal sebagai badan

pemilih presiden (electoral college). Dibawah ketentuan konstitusi, electoral coltege

tidak pernah berkumpul sebagai sebuah badan, tetapi para anggota setiap negara

bagian berkumnul setelah nemilihan untuk memilih kandidat dengan iumlah suara

terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 

270 suara eiektorai dari 538 suara yang tersedia agar terpilih7. Konstitusi Amerika 

Serikat menetankan iika tidak ada kandidat vanp meraih suara mavoritas. maka 

keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian 

memilih sebagai sebuah unit. Pemilihan umum Amerika Serikat yang dilakukan 

secara langsung, tidak terlepas dari neran seorang Abraham Lincoln. Abraham 

Lincoln adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan pemilihan

6 C\F‘ Stronc'. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Ali Bahasa Derta Sri Widiwartie, Bandung: Nusa
! 'rr.n mtn j i& -% 

7 r> :_i-------1 f’-i----------1 —
1VIVIIU1 U . UUill UWUV/I , uu» w l*CJu< i CiilCi'liliditdilAulCi'iiid S\*i .i I-I--------1.. r\________i______ __ | x,

JU1VUU.U. uvpuuvmvii UliuT ~—:
Amerika Serikat, 1989, hlm., 49.
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nresiden dilakukan oleh rakvat. sehineea rakvat danat memilih siana vane

dikehendaki sebagai pemimpin0.

Sementara uiuuR tii Indonesia sendiri peiniiiiian umum piesiden secaia langsung 

untuk nertama kalinva teriadi nada tahun 9.004. nada masa Presiden Meeawati

Soekarno Putri. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden baru periode

20U4-2U0V hingga akhirnya terpilihnya Susiio Gambang Yudhovono sebadai Presiden

Indonesia oertama vane teroilih melalui nemilihan umum Dresiden secara lanesune.

Pada proses pemilihan umum presiden secara langsung tahun '20U4 ada beberapa

upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai melaun

nrosedur seleksi nartai nolitik vane akan meniadi neserta nemilihan umum. Seiumlah

syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap

r\nrtm imt«il.r hmn r\4\nnrtn Ithnn 11 tnn i i V n I n K r*n fi t n n tA t n vn tnmpcitiu.1 uaaloiv uioct pwowi 10 jj^aaaaaaaacua uaaauaaa. ociiun oettu oycuat amaia ao.au

ditentukannva electoral threshold denean memneroleh sekurane-kuranenva 3%

jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4%

jumlah kursi di DPKD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah iumiaii

provinsi vane ada di Indonesia, atau memneroleh sekurane-kuranenva 4% iumlah

kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di

indoncsia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-kurangnya 3% iumlah

kursi dalam badan vane bersanekutan atau 5% dari nerolehan suara sah secara

nasionaP.

w %\n • IIA«V«A U4AI
• «»1 A • 14 C lltAA 1 •i**»IA^M.T»\AnA

Jakarta* HiKtaica Sinar Haranan iQQh him 4h
9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm., 485.
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Mengenai mekanisme nemilihan umum nresiden. baik di Amerika Serikat maunuri 

di Indonesia mempunyai tata cara tersendiri yang harus terpenuhi sebagai syaratnya. 

Indonesia dalam mekanisme pemilihan umum presiden yang tertera di dalam undang- 

undang dasar 1945 nasal 6 avat 1 I Jndang-I Jndang Dasar Negara Reoublik Indonesia

Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi:

Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sci 
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena

...t* 1 ii* - •
i i ii i.i iv Iir-| Ii.iii mruunni.in.iH ih' u.H .1 11.1 ui.iiin m '**"’* h

- 1 %

untuk «anatnn tno?»Q rifin l^pwfljihfln prpciri^n

«i-cirv

j iirm m
rnhnni rlnn iflcmnni

dan wakil presiden.

__ i _ i _ i. i — i—\______ :i._ o _____ i _: tw u.iv11 yi ^jiuv^n ruiiv/i livci iivcxl auaiau____ : j______T -...1. « —« — - ..-1111.-..- —— J — — J — LiUinua^a iciii yiuan

konstitusional vang memilih presiden dan wakil oresiden Amerika Serikat. Badan ini

telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 dalam konstitusi Amerika Serikat mengenai

«atuiiiHoii iamHa/tn nraci/laH Mii’amiifi n a/iorn H.i/ti nn ration a m ruit tnHiiri ral'.ilipv.iiuuuuii iwnL/t4^ci ^/iwiu*uu uio^mua uv/f^aiu ua^iuu ovuup vm^ui iuiiuu jwauu.

Lembaga nemilihan Amerika Serikat ditangani ditinekat nasional oleh Arsir) Nasional

Amerika Serikat.

Amerika Serikat dan Indonesia memnunvai sistem nemilihan langsungnya sendiri-

sendiri. Sistem pemilihan langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia mempunyai 

ciri khas masing-masing. Untuk sistem pemilihan langsung di Amerika Serikat

kekhasannva ada nada nemilihan nresiden dan anggota legislatif vang berbeda.

Antara presiden dan dewan legislatif memiliki periode jabatan yang berbeda tidak 

ncracia pada satu pcriocc jabatan yang sama. Amerika Serikat menggunakan sistem 

distrik dalam melakukan nroses nemilihan umum. Sistem distrik ini biasanva dinakai 

oleh negara yang menganut sistem dwi-partai seperti Amerika Serikat. Sistem distrik 

adalah sistem perwakilan, satu wilayah disuatu distrik hanya berhak atas satu kursi
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dan kontestan vang memneroleh suara terbanvak meniadi nemenang tunggal. Ciri 

khas yang melekat pada sistem distrik yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik 

mengakibatkan terjadinya distorsi atau kesenjangan antara jumlah suara yang 

dineroleh nartai secara nasional dan iumlah kursi vane dineroleh oleh nartai 

tersebut10. Indonesia sendiri sistem pemilihan umum secara langsung yang digunakan 

memiliki kekhasannya sendiri, sebelum menggunakan sistem pemilihan umum secara

lanesnne senerti sekarane dulu Indonesia menggunakan sistem nemilihan umum

tidak langsung yang diubah pada tahun 2004 karena dianggap tidak demokratis pada

saat itu. Pada zaman reformasi diubahlah meniadi pemilihan umum secara langsung

dengan sistem multi-nartai. sehingga di Indonesia adanva ambang batas suara untuk

pemilihan presiden. Karena adanya mekanisme eleclorat Ihresholci untuk menentukan

calon presidennya sendiri, apabila tidak mencapai eicctorai rrcshoid yang ditentukan

maka nartai nolitik diwaiibkan untuk melakukan koalisi agar memenuhi ambang

batas suara atau electoral treshold.

Penelitian atau studi nerbandingan vang sava lakukan memiliki fungsi vang sangat

penting untuk mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemilihan 

langsung yang ada di Amerika Serikat dan iuga yang ada di Indonesia. Kelebihan dari 

sistem nemilihan langsung vang dinakai oleh Amerika Serikat terletak nada sistem

yang hanya dwi-partai, karena di Amerika Senkat hanya memiliki dua partai 

membuat stabilitas poiuik i ebi n terjaga. Tidak terlalu banyak dinamika dalam dunia 

nolitik di Amerika serikat. Sementara kekurangan vang ada oada sistem nemilihan 

langsung Amerika Serikat adalah adanya kesenjangan persentase suara yang
IO rf • f t» i •• toia.. nirn.. hoj.
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dineroleh denean iumlah kursi di nartai. sehineoa menvebabkan nartai besar lebih

berkuasa.

Pada sistem nemilihan umum secara lanpsunp vane ada di Indonesia kelebihanva

lebih dinilai demokratis karena pemilihan benar-benar langsung tanpa ada perwakilan 

mewakili dan jumlah suara partai sama dengan kursi ui parlemen. Namun 

kekurangan vane teriadi karena sistem multipartai sehineea dinamika oolitik tidak

yang

bisa ditebak perubahannya. Jumlah partai yang terlalu banyak pun mempengaruhi

keadaan partai, sehingga tidak ada partai yang mayoritas.

Pemilihan umum vane teriadi di Indonesia dan Amerika Serikat bernedoman

terhadap konstitusi dan undang-undang khusus yang mengatur tentang pemilihan

umum. Dasar-dasar hukum yang dipakai daiam pemilihan umum presiden di Amerika

Serikat berdasarkan Articles of Con federal ion sebaeai konstitusi Amerika Serikat.

Articles U, Section 1, Clause 1 and Clause 5, Articles oj Confederation11. Proses

pemilihan umum presiden di Indonesia secara umum diatur didaiam Undang-Undang

Dasar Negara Renublik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus diatur didaiam IJIJ

No. 42 Tahun 2008 'l entang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.2 Rumusan Masalah

• m prOvec pffrnijihnn umum inngciina nrpcifi#»n i\t» n wnifii nrpsiHpn rji Amf>rii^«

Serikat dan di Indonesia memiliki beberapa persamaan dan beberapa perbedaan vane

dapat menjadi perdebatan di bidang ilmu hukum ketatanegaraan. Dengan melihat 

perkembangan politik dan hukum yang ada saat ini timbul beberapa pertanyaan untuk

mr4in K ••••!•• »•« via mA I •••114 ik * » 94 % I 'V • * \ / K»-*r*V «•••«I % I w
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membandinekan sistem nemilihan langsung oresiden di Amerika Serikat dan di 

Indonesia. Pemilihan umum presiden di Indonesia berdasarkan UU No. 42 lahun 

2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden sedangkan Amerika 

Serikat Berdasarkan konstitusinya vaitu Articles nf Confederations. Berdasarkan

pernyataan-pernyataan yang telah disimpulkan, ada beberapa permasalahan yang

dapat diangkat sebagai pokok pembahasan vaitu:

1. Ana vanp meniadi nersvaratan nencalonan nresiden di Indonesia dan Amerika

Serikat?

2. Bagaimana mekanisme nemilihan nresiden secara langsung di Indonesia dan

Amerika serikat?

1.3 Tuiuan Penelitian

Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

i. Untuk membahas dan menganalisis mengenai apa sajakah yang menjadi

nersvaratan dalam nencalonan seorang nresiden. baik itu vang ada di Indonesia

dan yang ada di Amerika Serikat.

Z. Mengetaftui mekanisme pemuman calon presiden secara langsung di Indonesia

dan di Amerika Serikat.

1-4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pasti terdapat mantaat yang akan didapat 

dari nenelitian vang diakukan tersebut. Manfaat-manfaat dalam nenelitian danat 

dipisahkan atau dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:
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1. Manfaat Teoritis: manfaat teoritis adalah manfaat vane didaoatkan melalui teori- 

teori yang berkembang dan biasa disebut sebagai manfaat akademis. Sebagai 

contoh dari manfaat teoritis, adalah Kita dapat membandingkan kedua sistem 

nemilihan lanesune nresiden vane tidak hanva ada di Indonesia. Tetani iuea 

beberapa sistem pemilihan langsung presiden yang ada di berbagai negara lain, 

salah satunya adalah Amerika Serikat, karena kita semua tali u bahwa Amerika 

Serikat sebagai induk atau neneetus silem nemerintahan nresidensial. dengan

sistem pemilihan langsungnya. Amerika Serikat menganut sistem pemilihan

langsung oleh rakyat, namun rakyat disini memilih langsung kepada elecioral

vane akan dinilihnva. kemudian setelah teroilihnva electoral vane mewakili rakvat

barulah electoral memilih presiden dan wakil presiden. Karena sistem yang sama

namun agak sedikit berbeda inilah kita dapat mengambil manfaat dari penelitian

ini. sehineea masvarakat danat memnelaiari dan meneanalisa kira-kira sistem

pemilihan langsung manakah yang paling baik dan yang paling tepat untuk

digunakan di negara yang besar seperti negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis: manfaat nraktis adalah manfaat vane bersifat teranan dan danat

segera digunakan untuk keperluan praktis, misalkan memecahkan sebuah masalah.

Dalam penelitian ini yang membahas mengenai perbandingan pemilihan 

nresiden vanp ada di Indonesia dan vang ada di Amerika Serikat. Diharankan 

pemerintah Indonesia dapat mencontoh proses pemilihan yang ada di Amerika 

Serikat, karena pemilihan di Amerika Serikat dipandang sebagai pemilihan 

nalinc demokratis dimata dunia internasional.

langsung

vang
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1.5 Ruang Lingkun Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada proposal yang ditulis ini membahas mengenai 

sistem pemilihan langsung presiden baik di Indonesia dan di amerika serikat, 

kemudian membandingkan kedua sistem nemilihan tersebut. T,inekun nemilihan 

presiden di amerikat serikat memang menggunakan metode yang agak berbeda. 

Meskipun nama-nama kandidat tercantum didalam surat suara, 

rakvatnva tidak memilih nresidennva secara langsung. Para nemilib dari masing-

sccara teknis

masing negara bagian memilih daftar para anggota badan yang berhak memilih

presiden sesuai dengan jumlah senator dan perwakilan negara bagian di kongres.

Kandidat vang memiliki suara oaline banvak di masine-masine negara bagian berarti

memenangkan pemilihan wakil yang akan memilih presiden di negara bagian

torcohi i* IVl OV/17UI.

Para anggota badan vang telah temilih dari ke-50 negara bagian dan distrik vang

seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal sebagai badan

pemilih presiden (eieciorai coiieze). u iba wah ketentuan konstitusi, eleciorai coiiege

tidak nemah berkumnul sebagai sebuah badan, tetani nara anggota setian negara

bagian berkumpul setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah 

terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan 

270 suara elektoral dari 538 suara vang tersedia agar temilih. Konstitusi Amerika 

Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, maka 

keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian 

memilih sebagai sebuah unit.

suara
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IJntuk di Indonesia sendiri nada nemilihan umum untuk nertama kalinva teriadi 

pada tahun 2004, pada masa presiden Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum

dilaksanakan untuk memilih prcsicn baru 

temilihnva Susilo Rambang Yudhovono sebagai nresiden Indonesia nertama vang 

terpilih melalui pemilihan langsung. Pada proses pemilihan langsung tahun 2004 ada 

beberapa upaya untuk kembali menyederhanakan atau mengurangi j unilah partai 

melalui nrosedur seleksi nartai nolitik vang akan meniadi neserta nemilihan umum.

periode 2004-2009 hingga akhirnya

Ada sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus 

dipenuhi oleh setiap partai untuk bisa meniadi peserta pemilihan umum. Salah satu

svarat antara lain ditentukannva electoral threshold dengan memneroleh sekurang-

kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat, memperoleh sekurang-

kurangnya 4% jumlah kursi di l>Pkd provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di

setengah iumlah nrovinsi vang ada di Indonesia, atau memneroleh sekurang-

kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah

kabupaten/kota di Indonesia. Untuk pemilihan presiden memperoleh sekurang-

kurangnva 3% iumlah kursi dalam badan vang bersangkutan atau 5% dari neroleban

suara sah secara nasional'z.

Anabila berbicara mengenai sistem nemilihan langsung antara Indonesia dan

Amerika Serikat, tidak dapat lepas dari proses sejarah yang teijadi. Seperti 

mekanisme pemilihan langsung dari masa kc masa dikedua negara tersebut. Untuk 

seiarah nemilihan langsung vang ada di Indonesia terdanat beberana sistem mengenai 

pemilihan umum, sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah

12 On. Cii.. him.. 483.
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menveleneearakan sembilan kali nemilihan umum, vaitu nada tahun 1955. 1971.

1977, 1982,1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.

Dalam melaksakan nemilihan umum nresiden di Indonesia telah teriadi beberana

demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem 

pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional, karena pada masa itu hanya 

sistem itu vane dinahami dan dimengerti oleh nara nemimnin negara sebagai warisan

zaman

dari jajahan kolonial Belanda. Setelah tumbangnya zaman demokrasi perlementer

maka munculan zaman demokrasi Pancasila ini mulailah dikenalkan yang namanya

sistem distrik, karena nara nemimnin beranueanan bahwa sistem distrik danat

mengurangi partisipasi partai politik secara teratur. Pada zaman ini pemilihan

r\ t*np i Hnn f*.nhn /tn t l.'/innln nn/»n r-n orlnlnh H i n i I i h ^ I /"* l*% (\/lnta!tr n t tot •mtrnrnt/in I ,* nt*i rnt^i^oiu^ii iiw^aia auaicui uipiiiii i vicij i y a v v cuaiaii ivtuv y cit

(MPRY sebagaimana tertuang dalam I Jndang-1 Jndang Dasar Negara Renublik

Indonesia sebelum amandemen pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 
suara terbanyak.

.Zaman reformasi pada tahun 2004 Indonesia untuk pertama k^R s^amh

kehidunan bemolitik mengadakan nemilihan nresiden dan wakil nresiden secara

langsung melalui pemilihan umum yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi 

SCCaia aktii Uilt'dk inCiililih, tiuak lagi iTiclalUi WakihiYa ui MajCliS PoniiUSVaWai'ataii

Rakvat (MPR\ Pemilihan Dresiden secara lanesune telah dituangkan didalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen pasal 6A ayat 1 yang
Kimirimrn» 
UU11> ill y U.

Presiden dan wakil nresiden dinilih dalam satu nasanean secara lanesuns oleh
raKyar.
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Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara vang sama-sama menganut 

sistem pemerintahan presidensial dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus 

kcpaia pemerintahan tertinggi. Dapat diketahui pola pemilihan langsung manakah 

sangat cocok untuk diterankan di negara dengan sistem pemerintahan 

presidensial. Apakah dengan sistem mekanisme presidensial treshold seperti di 

Indonesia, yang berani sebuah syarat aaiam mengajukan caion presiden. Syaratnya 

adalah nartai atau gabungan nartai (koalisi) memiliki 25 nersen kursi atau 20 oersen

vang

suara sah pemilu untuk mencalonkan presidennya. Dengan pola pemilihan presiden 

dan wakil presiden Amerika Serikat yang diadakan secara langsung, namun dipilih

melalui lembaga nerwakilan elecior dan lembaga elector inilah vang berwenang

memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat.

1.6 Kerangka Teoritik

•Sebelum mengupas mengenai kerangka teoritik secara mendalam, dapat diketahui

terlebih dahulu nengertian teori. Istilah teori berasal dari bahasa vunani “theonria”

atau memandang, memperhatikan (pertunjukan); theoorema, yaitu apa yang 

dipandang, pandangan, dahi, ['ada umumnya teori mengandung arti suatu pandangan 

vang gunanva untuk memberi keterangan tentang hal tertentu. Menurut sejarah

perkembangannya pengertian teori dapat dibedakan antara pengertian lama dan 

pengertian mutakhir. Pengertian lama bersikat iiisaiai sedangkan pengertian mutakhir 

bersifat ilmiah.

Setelah dapat mengetahui dan memahami pengertian dari teori itu sendiri barulah 

Disa didapat pengertian dan kerangka teori, kerangka teori adaiah pembahasan suatu
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masalah vane menoemukakan tentanp alasan meneana dinilih masalah denpan 

batasan mang lingkupnya dan menerangkan mengapa masalah itu diteliti sebelum

melakukan penyajian datanya.

Dalam sebuah ncpara vanp ada didunia ini tontunva r>asti ada seoranp nemimnin

yang menjadi panutan dalam pemerintahannya. Baik seorang pemimpin itu adalah 

raja maupun seorang, presiden. Apabila sebuah negara itu dipimpin oleh raja maka

nepara ilu adalah sebuah nepara vane memiliki sistem pemerintahan parlementer.

karena biasanya raja hanya sebagai simbol dari suatu negara, dan yang menggerakkan

itu
UUpemerintahan adalah seorang perdana menteri. Namun, jika sebuah negara

dinimnin oleh seoranp presiden maka dana dipastikan bahwa neeara tersebut

menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial

seorang presiden berkuasa secara penuh, karena seorang presiden bertindak sebagai

seoranp kenala nepara sekalipus kenala pemerintahan.

Dalam pokok bahasan ini terdapat 3 (tiga) teori yang dapat dipakai sebagai bahan 

acuan daiam memecahkan masaian yang akan dibahas, yaitu teori konstitusi, teori 

pemilihan lanpsunp. dan teori partisipasi politik.

1. Teori konstitusi, James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka 

masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan 

kala lain hukum menetapkan adanva lembapa-lembapa permanen denpan funpsi

yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan'3. Secara garis besarnya

13 c; F- Stoon*. Konstitusi-Konstitasi Politik Modern, Ali Bahasa Derta Sri Widiwartie, Bandung: N usa
«vs s •: t ii
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konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang nemerintah. 

menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanan kekuasaan 

yang berdaulat. Konstitusi sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggi 

tinokatannva untuk mencanai tuiuan vang tertinggi. Tuiuan tertinggi vang 

dimaksud adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti 

kemerdekaan, kesejahteraan atau kemakmuran bersama'\

2. Teori nemillihan umum, dalam ilmu nolilik dikenal bermacam-macam sistem

tuiuan

pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada 

dua prinsip pokok, yaitu

a. Sinele-member conslituencv (satu dearah oemlihan memilih satu wakil.

: biasanya disebut sistem distrik).

b Pvi uli i-fii 6 jn b cv c g 7? stituc Ytcy t satu daeran pemiiinan memilih oeoerapa tvaK i i

biasanva dinamakan sistem nerwakilan berimbang atau sistem nronorsional).

3. Teori partisipsi politik, dalam teori partisipasi politik dimana seseorang dapat ikut

berpartisipasi didaiam pemilihan langsung presiden, ualam partisipasi sebagai

seorang calon nresiden memiliki kualifikasinva tersendiri. Kualifikasi seorang

calon presiden di Amerika Serikat tidak memiliki batas harus sebagai warga 

negara asli keturunan Amerika Serikat, yang penting telah memenuhi syarat-syarat

vang tercantum didaiam konstitusi Amerika Serikat. Svarat-svarat sebagai calon 

presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dalam Articles Confederation, 

Articie //. Section 1, Cl aus e 5 yang isinya sebagai berikut:

• si f • i %* a wviiiiii w*>» i /ii/i iv«yu/ir/f »V4h UriU* K UIUU.UII KMfW / a • »t . 0 ...—-------. v.

15 Miriam Budiardio. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 2008. nlin.. 462.
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:
i

No nerson excent a natural bom Citizen, or a Citizen of the United States, at 
ihe iime of the adoption of i bis Uonsiiiuiion, shall oe eligihle io the Office of 
President; neilher shall any person be eligible to that ojjice who shall not

/•/ -fmifinnvt/il'! stm si ni t niinnrl tr\ lUr» sirrrt i ifl/ii'P /'r n

resident withm the United State"''.

Jadi, svarat vang harus dinenuhi sebagai calon nresiden Amerika Serikat adalah

warga negara asli Amerika Serikat atau juga warga negara Amerika Serikat, yang

tciah berumur 3 5 tahun dan tciah menjadi bagian dari Amerika Serikat seiama 14

tahun. Sementara untuk nartisinasi di Indonesia berdasarkan I Indanp-T Indang

Dasar 1945 harus sebagai warga negara dan keturunan asli Indonesia.

Sebagaimana disebutkan daiam pasal 0 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

Calon nresiden dan calon wakil nresiden harus seorane warea negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kevvarganegaraan 
lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

nViom rlon locmoni t»il/ molol/conobon tiirroo /ton l/o\j/onKonmomnn co/'oro nn

sebagai presiden dan wakii presiden.

Berdasarkan nenielasan dan nengertian beberana ahli diatas tadi tentang kerangka

teoritik, dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritik adalah konsep mengenai apa 

yang akan dibahas dan dengan menggunakan teori atau dasar apa untuk membahas 

beberana masalah vang ada dalam nenulisan. agar danat tenat sasaran dan tidak

melenceng dari apa yang akan dibahas.

Seianjumya mengenai ke-3 (tiga) teori yang akan digunakan daiam pembahasan 

mengenai “perbandingan sistem oemlihan langsung oresiden di Amerika Serikat dan 

Indonesia”. Dengan menggunakan teori konstitusi, teori pemilihan umum, dan teori 

partisipasi poiitik dapat dibandingkan bahwa konstitusi dan pemiiihan langsung

r«vs» w
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setiao negara berbeda-beda meskinun dengan nola dan sistem nemerintahan vans 

sekalipun, sehingga dapat dibandingkan dengan menggunakan teori konstitusi, 

teori pemilihan umum, serta teori partisipasi politik.

sama

1.7 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pembahasan mengenai metode nenelitian adalah metode nenelitian senerti ana

yang dipakai dalam memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Metode itu sendiri mempunyai filosofi arti sebagai berikut, berasal dan bahasa vunam

“methodos” vang artinva ialan atau cara. Jalan atau cara vang dimaksud adalah ialan

mencari ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Menurut seorang ahli di bidang

metode penelitian Kartini Kartono "metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan

berbuat vane dinersiankan dengan baik-baik untuk mengadakan nenelitian dan untuk

mencapai suatu tujuan penelitian”1

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan tidak bisa

sembaranean menggunakan metode nenelitian sesukannva saia. tergantung nada

bidang ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kajian 

h mu hukum maka nilai kebenaranlah yang paiing diutamakan, dicari, 

dinerhatikan. Dalam nenelitian ilmu hukum danat menggunakan metode pendekatan

dan

normatif, empiris, sosiologis, historis, dan lain-lain.

11, iivi iinu , /jrttiv * KIK \»nm,i ilmu l Miiriim ItVMIIIIIIMf lUlVIllllur

Maiu. 1995. ’nlm.. 58.
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Senerti vane telah dikemukakan diatas tentans berbadai macam sifat nenelitian 

dan pendekatan bidang studi yang akan dilakukan umumnya dapat dilakukan dengan

dan normatif empiris. Dalam menggunakanpendekatan normatif, empiris,

nendekatan-nendekatan tersebut diatas tidak terlenas dalam nembahasannva

menggunakan norma-norma hukum baik yang berasal dari perundang-undangan 

diiuar undang-undang. Untuk membahas masaiah yang dihadapi padamaupun

nenelitian ini danat menppunakan metode nendekatan normatif. Metode nendekatan

normatif yang dimaksudkan adalah sebagai suatu usaha mendekatkan masalah yang

diteliti dengan sifat hukum yang normatif.

Pendekatan normatif ini melinuti asas-asas hukum, sistematika hukum.

sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum16. Pendekatan

normatif tadi berguna untuk menganalisis data-data daiam uraian penyajian data.

untuk mendanatkan kesimnulan dari hasil akhir nada nenelitian. Kemudian danat nula

menggunakan dasar-dasar yuridis atau dasar-dasar hukum sebagai bahan acuan dalam

mengambil Keputusan.

Berdasarkan nenielasan beberana metode nendekatan vang telah disebutkan diatas. 

dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendekatan yang cocok dan dapat digunakan 

aaiam penelitian ini adai ah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif berdasarkan nenielasaan vane telah disebutkan diatas adalah meneeunakan 

dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan dan menggunakan penyesuaian 

hukum didaiamnya.

X»M I■ I I tKN N I
• Uli V4 •! \4 * IMMI ir'4 B I IMM M •O C**hlm.. 5.
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B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksudkan disim adalah dalam melakukan 

nenelitian menggunakan cara atau menggunakan dasar ana dalam menvelesaikan 

masalah yang akan dibahas. Dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ada beberapa pendekatan penelitian yang saya lakukan, yaitu:

1. Pendekatan melalui Peraturan Perundang-undangan. vaitu dengan membahas

peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pemilihan umum 

baik di Amerika Serikat dan Indonesia, terutama yang ada di Indonesia karena di

Indonesia ban vak sekali terdanai neraturan nerundanp-undanpan vanp menpatnr

mengenai pemilihan langsung, antara lain Undang-undang no. 22 tahun 2007

tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang no. 42 tahun 20015

tentang pemilihan umum nresiden dan wakil presiden, dan masih banvak beberapa

undang-undang lain yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden.

2. Pendekatan dengan cara komparatif, yaitu adalah dengan membahas mengenai

perbandingan sistem pemilihan langsung presiden vang ada di Amerika Serikat

dan yang ada di Indonesia. Karena yang telah sama-sama diketahui bahwa antar

Amerika Serikat dan Indonesia adalah kedua negara yang sama-sama menganut 

sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden vang bertindak sebagai kepala 

negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan 

presidensial kekuasaan tertinggi Perada ditangan presiden namun meskipun antara 

Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem pemerintahan vang sama terdanat 

perbedaan dari segi sistem pemilihan langsung presidennya. Memang antara kedua
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menggunakan sistem nemilihan langsung presiden namun.negara ini sama-sama

perbedaan terjadi pada prosesnya. Indonesia pemilihan langsungnya benar-benar

mciaiui prosedur pemilihan umum yang 

diseleneearakan 5 H i m a'! tahun sekali, sedangkan di Amerika Serikat nrosedumva

langsung dipilih oieh rakyat

adalah rakyat secara langsung memilih para anggota senator, yang kemudian 

senator memilih presiden sebagai mandat dari rakyat. Dengan perbedaan yang ada

i

itulah maka digunakan nendekatan nenelilian komnaratif. dengan membandingkan

perbedaa-perbedaan yang ada dalam proses pemilihan langsungnya.

J. i'endekatan sejarah, yaitu adalah sebuah metode pendekatan yang didasarkan pada

keadaan mengenai proses pemilihan langsung pada masa lalu vang ada di Amerika

Serikat dan juga yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan

pada proses pemilihan langsung yang ada sekarang untuk memperbaiki

kekurangan-kekurangan nada proses pemilihan langsung sebelumnva.

C. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum atau bahan hukum apakah yang digunakan dalam 

penelitian. Bahan hukum yang saya gunakan dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 

bahan nrimer dan bahan sekunder. Berikut Bahan hukum vang digunakan dalam 

penelitian saya adalah:

1. Bahan Fiimci.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum vang bersumber dari otoritas 

pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum, antara lain: (a). Norma dasar atau 

kaedah dasar, (b). Peraturan dasar mencakup undang-Undang Dasar Negara Republik
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Indonesia 1945. (c). Peraturan peraturan nerundang-undanoan. Berikut adalah bahan 

primer yang saya gunakan didalam penelitian yang saya lakukan'y.

;
1 Tnrlnnncior A moriUo Q r»r-i l' o t

Undang-Undang DasarArticles Of ConfederationKonstitusi

1945

i i .
zini 1.1 :5 : s {i-.':.!5 s: : tx:\ ::::B!mi

No.42 Tahun 2008
:,i i------------\ Bab 3 Pasal 6A, UUDArticles 11, Section 1,Pasal

45. rasai 2 dan rasai 5Ciause i and Ciausc 5.

• i r r» . r i . )■ TTTT T>A
W..1

i ! :i

2. Bahan Sekunder:

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasii-hasii penelitian, hasil karya 

dari kalangan hukum, dan seterusnva. Berikut ini adalah bahan sekunder vang sava

gunakan dalam penelitian^.

a. Mahkamah Konstitusi, i4 Maret zO 13, Putusan Mahkamah Konstitusi, website

>» •v

nadataneeal 16 Anril 2015. nukul 19:58 WIB.

m »»i

20 Supra Foolnoie N o. 17.
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D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum sangat beragam, karena tergantung bagimana penulis 

menganalisa suatu permasalahan yang ada. Analisa Dahan hukum didapat dari bahan- 

bahan vang kita nakai dalam melakukan nenelitian. senerti misalnva buku-buku 

tentang hukum sebagai literatur untuk menyelesaikan suatu masalah. Eknik analis 

saya pakai dalam penulisan penelitian ini adalah teknik anaiisa naratif 

komnaratif. Naratif disini maksudnva adalah menceritakan atau menpeksnlor suatu

yang

permasalahan hukum yang akan dibahas, kemudian melakukan penarikan kesimpulan 

atas apa yang telah diceritakan tadi. Sementara komparatif disini maksudnya adalah

membandingkan antara penjelasan mengenai suatu masalah, antara penjelasan vane

satu dan penjelasan yang satu lagi. Untuk dibandingkan dan kemudian dicari cara

untuk memecahkan masalah tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan vang telah dirincikan diatas. maka teknik analisa

naratif komparatif adalah menceritakan atau menjelaskan sebuah masalah yang terjadi

kemudian membandingkanya dengan keterangan yang didapat dari berbagai sumber,

sehingga didapatkan kesimpulan dari suatu masalah tersebut.

E. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penulisan karya tulis khususnya karya tulis ilmu hukum diperlukan 

suatu penarikan kesimpulan untuk menvimpulkan hasil pembahasan pada pokok 

bahasan sebelumnya. Melakukan sebuah penarikan kesimpulan diperlukan metode 

apa yang dipakai daiam meiakuican penarikan kesimpuian tersebut. Penarikan 

kesimpulan vang akan sava gunakan disini adalah metode penarikan kesimpulan dari
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keterangan vang bersifat umum menuiu keterangan vang bersifat khusus namun 

komparatif, dengan membandingakan antara keterangan yang satu dan 

Sehingga metode penarikan kesimpulan yang saya 

gunakan dalam nenulisan nenelitian ini adalah metode nenarikan kesimnulan secara

secara

keterangan yang lanunnya.

deduktif komparatif.

F. Sistematika Penulisan

PENDAHULUANBABI

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan

tuiuan nenelitian. manfaat nenelitian. mang linekun nenelitian.

kerangka teoritik, serta metode penelitian yang ada didalam penelitian.

BABU KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik membahas mengenai dasar-dasar dan teori-teori apa

saja yang digunakan dalam penulisan penciitian. Serta paparan

mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai masalah-masalah yang 

akan dibahas nada nenelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian penutup ini 

permasalahan yang dibahas daiam peneiitian.

berisi mengenai kesimpulan dari
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